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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Persepsi Penggunaan
Pelayanan Jasa Account Representative dan konsultan pajak terhadap kemauan Wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan yang terdaftar di
Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel pada tahun 2017. Pendekatan yang digunakan
pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel pada tahun 2017.
Teknik pengambilan sampel dengan metode sampling jenuh. Sampel yang diperoleh
berjumlah 100 perusahaan yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel.
Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa persepsi penggunaaan pelayanan jasa account representative dan
konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.
Kata kunci :account representative, konsultan pajak, Kemauan Wajib pajak
Abstract
The purpose of this research is to know The Influence Of The Perception Of The
Using Of Account Representative and Tax Consultan Services To The Willingness Of
Taxprayers To Carry Out Tax Obligations at companies that are registered at the
Regional Office of DJP Sumsel and Babel in 2007. The approach that was used in this
study was a quantitative approach. The population in this study were companies that are
registered in Regional Office of DJP Sumsel and Babel in 2007. The sampling method
that was used in this study was sampling technique with saturated sampling method. The
amount of the samples were 100 companies that are registered in Region Office of DJP
Sumsel and Babel. The research method that was used was multiple linear regression.
The results of this research indicate that the perception of the using of account
representative and tax consultant services has significantly influenced the willingness of
taxpayers to carry out tax obligations.
Key Words : account representative, tax consultant, willingness of taxpayers
21. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang dalam pembangunannya
membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber pendapatan Negara terbesar
adalah pajak.Pajak sebagai sumber pendapatan Negara penting bagi pemerintah
untuk memkasimalkan penerimaan Negara di sektor perpajakan.
Pemungutan pajak di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23A yang
berisi bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang
diatur dalam Undang Undang. Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib
kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Perilaku tidak patuh sering kita jumpai seperti perilaku tidak patuh yang
dapat dilihat dari kebiasaan wajib pajak baik dari wajib pajak pribadi maupun badan
yang menunda-nunda pembayaran kewajiban pajaknya, dengan sengaja maupun tidak
sengaja membayar tepat waktu dan ada beberapa masyarakat yang seharusnya telah
memenuhi syarat menjadi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak.
Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan
Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah WP
(a)
Jumlah SPT
Tahunan
(b)
Kepatuhan
(b/a x 100%)
(c)
2013 28.081 7.585 27%
2014 30.114 7.739 25,7%
2015 31.986 9.376 29,3%
2016 33.646 8.686 25,8%
2017 35.577 8.964 25,2%
Sumber : Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel
Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat kepatuhan dalam 2 tahun terakhir terjadi
penurunan dari tahun 2016-2017. Dari 25,8% ke 25,2% dari tabel tersebut terdapat
penurunan dalam kepatuhan pajak dari wajib pajak badan. tetapi jumlah wajib pajak
badan tiap tahun meningkat tetapi tingkat kepatuhan tahun ketahun menurun berarti
adanya penyebab turunnya kepatuhan yang terjadi di Kantor Wilayah DJP Sumsel
dan Babel.
Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel) mengadakan kegiatan Door to
Door (DtD) serentak di berbagai unit usaha di Kota Palembang. Kegiatan ini
bertujuan untuk mengedukasi wajib pajak secara langsung yang mana untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan pentingnya pajak dalam
pembangunan. Menurut Ibrahim selaku Pelaksana Harian Kanwil DJP Sumsel
Babel, Kepatuhan formal Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan
menunjukkan angka 76,16% sementara angka kepatuhan badan dan
3kepatuhan Wajib Pajak Objek Pajak non karyawan sebesar 59,03%. Hal ini
menunjukkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak
non karyawan.(sripoku.com, Palembang)
Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan melakukan Memorandum of Understanding
(MoU).Tujuan dilakukan kerjasama ini adalah untuk membangun kesadaran
dan kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan.Mochamad Soebakir selaku
Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), mengatakan bahwa
tujuan dilakukan kerjasama ini adalah membangun komunikasi yang efektif
untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak guna meningkatkan
kepatuhan sukarela dan medukung pencapaian penerimaan pajak sebagimana
yang telah ditetapkan. (merdeka.com)
Dari penelitian yang dilakukan Sormin Esra Aprilya (2016) mengatakan
bahwa semakin tinggi persepsi atas sistem perpajakan pada wajib pajak maka
akan semakin tinggi tingkat kemauan membayar pajak wajib pajak. Dengan
persepsi yang baik atas sistem perpajakan maka dapat mempengaruhi perilaku
wajib pajak tersebut dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak
terutangnya secara benar dan tepat waktu.
Dari penelitian yang dilakukan Fauziati Popi dan Syahri Arifin (2015)
mengatakn bahwa pelayanan fiskus tidak mampu menjadi perantara yang
lebih baik secara tidak langsung untuk meningkatkan kemauan wajib pajak
dalam membayar pajak.
Dan dari penelitian yang dilakukan Siska Lovihan (2014) mengatakan
bahwa Aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayananyang ramah, adil,
dan tegas setiap saat kepada wajib pajak Karena masih ada wajib pajak yang
menunggu ditagih baru membayar pajak. Maka sanksi hukum tetap berlaku
agar wajib pajak taat melakukan kewajiban sebagai wajib pajak.
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut
mengenai Pengaruh Persepsi Penggunaan Pelayanan Jasa
AccountRepresentative dan Konsultan Pajak Terhadap Kemauan Wajib Pajak
Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah persepsi penggunaaan pelayanan jasa Account Representative dan
konsultan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kemauan Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
2. Apakah persepsi penggunaan pelayanan jasa Account Representative dan
konsultan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajibanperpajakan?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis pengaruh sikap fiskus, lingkungan wajib pajak, keadilan
pajak dan sistem administrasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan pajak
dalam membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sikap fiskus, lingkungan wajib pajak, keadilan
pajak dan sistem administrasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan
pajak dalam membayar pajak.
42. LANDASAN TEORI
2.1 Theory of Planned Behavior
Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak jarang untuk
menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini terjadi karena adanya kemauan
dari wajib pajak kemudian Wajib pajak tersebut akan berperilaku untuk
menggunakan jassa konsultan pajak. Teori perilaku rencanaan merupakan
pengembangan dari teori tindakan beralasan.Kemauan Wajib Pajak adalah
adanya kemauan dari Wajib Pajak itu sendiri atau Wajib Pajak masih dapat
dipengaruhi agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan.
2.2 Pengertian Persepsi
Persepsi merupakan satu proses pengolahan informasi dari lingkungan yang
berupa stimulus, yang diterima melalui alat indra kemudian diorganisasikan
sehingga dapat dikenali atau diinterpretasi sehingga menghasilkan sesuatu yang
berarti pada satu individu.
2.3 Pelayanan
Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada
pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat
dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara
sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan
pihak yang menginginkannya
2.4 AccountRepresentative
Account Representative diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No
98/KMK.01/2006 Tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) yang telah mengimplementasikan organisasi modern. Definisinya adalah
“Account Representative adalah pegawai yang diangkat paada setiap Seksi
Pengawasandan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah
mengimplementasikan organisasi modern” (Menteri Keuangan,2007).
2.5 Konsultan Pajak
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tahun
2003, konsultan pajak merupakan setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya
secara bebas memberikan jasa profesional kepada WP dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.Konsultan pajak dibebadan berdasarkan jenis sertifikat izin
praktiknya yakni A, B, dan C, pembedaan ini berkaitan dengan hak pemberian jasa
oleh konsultan pajak kepada jenis-jenis Wajib Pajak.
2.6 Kemauan Wajib Pajak
Handayani, dkk (2012) kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai
suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan
peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.
52.7 Kewajiban Perpajakan
Menurut Mardiasmo (2009:54), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor
Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek
yang terutang pajak;
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
2.8 Wajib Pajak
Wajib Pajak dibedakan menjadi dua yaitu WP orang pribadi dan WP badan.
Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang
berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau
identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk
dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan,dan menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka
memberikan kepastian hukum kepada WP dalam rangka melaksanakan kewajiban
perpajakannya, undang undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban Wajib
Pajak dalam satu hukum pajak formal.
2.9 Kerangka Pemikiran
Sumber : Penulis, 2017
63. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif.Menurut Sugiyono (2013)pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivisme di gunakan meneliti pada populasi atau
sampel tertentu.pengumpulan data menggunakan instrument penelitian dan dianalisis
data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah di
tetapkan
3.2 Objek dan Subjek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah Perushaan yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP
Sumsel dan Babel.Subjek penelitian ini adalah penggunaan pelayanan jasa account
representative dan konsultan pajak.
3.3 Teknik Pengambilan Sampel
- Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Kantor
Wilayah DJP Sumsel dan Babel yaitu sebanyak 100 perusahaan pada Tahun
2017.
- Sampel
Pemilihan sampel dalamsalah satu teknik sampling jenuh.Sampling jenuh adalah
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai
sampel.Data yang digunakan adalaah data pada tahun 2017 dengan sampel
sebanyak 100 perusahaan yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Sumsel dan
Babel.
3.4 Teknik Analisa Data
1. Dokumentasi
MenurutArikunto (2006) dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data
mengenai suatu hal yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku, majalah,
notulen, repot, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode
dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa daftar perushaan yang terdaftar
di Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel
2. Kuisioner
Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data
berupa pertanyaan untuk diberikan oleh responden atau Wajib Pajak Badan yang
terdaftar di Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel. Metode yang digunakan
dalam kuisoner ini  dengancara mendatangi perusahaan secara langsung,
menemui Human Resource Departement (HRD) atau dititipkan kepada
receptionist ataupun security perushaan.Masing masing perusahaan akan
mendapatkan satu rangkap kuisioner yang diisi oleh staff perpajakan. Untuk
kuisoner ini dinilai dengan menggunakan Skala Likert.
74. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gamabaran Umum Objek Penelitian
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan
Bangka Belitung merupakan salah satu dari 31 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak diIndonesia.Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung dibentuk menjadi salah satu dari 20 (dua puluh) Kantor
Wilayah yang telah dimodernisasi pada tanggal 26 desember 2006.Saat ini Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung memiliki 5 (lima) bidang, diantaranya yaitu Bidang Keberatan,
Banding, dan Pengurangan. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan
memiliki beberapa tugas, salah satunya yaitu melaksanakan bimbingan dan
urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak yang tidak benar
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 4.1
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018
Maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = 6,554 + 0,296 + 0,257 + ε
1. Konstanta sebesar 6,554 menunjukkan bahwa jika persepsi
penggunaan pelayanan Jasa Account Represenative, persepsi
penggunaan pelayanan jasa konsultan pajak Konstant maka
perubahan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan sebesar 6,554 .
2. Koefisien regresi variabel persepsi penggunaan pelayanan jasa
account representative bernilai 0,296. Dimana Jika terjadi kenaikan
sebesar satu satuan variabel persepsi penggunaan pelayanan jasa
account representative maka kemauan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan akanmeningkat sebesar 0,296.
Sebaliknya, jika variabel persepsi penggunaan pelayanan jasa
account representative mengalami  penurunan sebesar satu satuan
8maka variabel kemauan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan akan menurun sebesar 0,296.
3. Koefisien regresi variabel persepsi penggunaan pelayanan jasa
konsultan pajak bernilai 0,257. Dimana jika terjadi kenaikan sebesar
satu satuan variabel persepsi penggunaan pelayanan jasa konsultan
pajak, maka nilai variabel kemauan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan akan meningkat sebesar 0,257. Sebaliknya, jika
variabel persepsi penggunaan pelayanan jasa konsultan pajak
mengalami penurunan sebesar satu satuan maka variabel kemauan
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akanmenurun
sebesar 0,257.
4.2.2 Uji Hipotesis
- Uji Parsial
1. Persepsi Penggunaan Pelayanan Jasa AccountRepresentative ( X1)
mempunyai nilai signifikan 0,001 yang berarti nilai lebih kecil dari
0,05 dengan thitung sebesar 3,582 dan ttabel 1,985 thitung > ttabel
berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan secara parsial persepsi
penggunaan pelayanan jasa account representative (X1) berpengaruh
terhadap kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan. Karena nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 dan
thitung > ttabel, maka h01 ditolak dan ha1 diterima.
2. Persepsi penggunaan pelayanan jasa konsultan pajak(X2) mempunyai
nilai signifikan 0,000 yang berarti nilai lebih kecil dari 0,05 dengan
thitung sebesar 3,676 dan ttabel 1,985 thitung > ttabel berdasarkan hal
tersebut dapat disimpulkan secara parsial persepsi penggunaan
pelayanan jasa konsultan pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap
kemauanwajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan.Karena nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 dan
thitung > ttabel, maka h02 ditolak dan ha2diterima.
- Uji Simultan
Tabel 4.9
Hasil Uji Simultan ( F-test )
Sumber : Data SPSS V 23
Berdasarkan dari tabel di atas memiliki hasil nilai Fhitung sebesar
8,983 > dari Ftabel 2,47 dan nilai signifikan sebesar 0,000 <dari 0,05. Dari
data tersebut dapat di simpulkan bahwa terdapatsignifikan yang kuat
pada variabel X terhadap variabel Y, maka dapat dikatakan Persepsi
penggunaan pelayanan jasa account representative (X1), Persepsi
9penggunaan pelayanan jasa konsultan pajak (X2) secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan (Y).
4.3 Pembahasan
- Pengaruh Persepsi Penggunaan Pelayanan Jasa Account Representative
terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban
Perpajakan
Berdasarkan hasil penguji menunjukan variabel Persepsi Penggunanan
Pelayanan Jasa AccountRepresentative(X1)  berpengaruh terhadap Kemauan
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimana thitung
sebesar 3,676 ≥ ttabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan 0,000 ≤ 0,05, maka Ha1
diterima. Berdasarkan jawaban dari responden yang mana Wajib Pajak Badan
yang ada di Kota Palembang terlihat ikut merasakan peranan
AccountRepresentative.Walaupun belum semua Wajib Pajak Badan yang
merasakan fungsi seorang AccountRepresentativedalam menjalankan
peranannya.Tugas atau peranan seorang AccountRepresentativeadalah menjadi
pembimbing yang baik dan dapat membantu Wajib pajak dalam menyelesaikan
masalah perpajakan dan kewajiban perpajakan mereka. Karena dengan semakin
baiknya pelayanan yang diberikan oleh AccountRepresentative kepada Wajib
Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT
tahunan. Sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang dimana account
representativememberikan pelayanan secara baik pada wajib pajak agar taat pada
pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Kebanyakan Wajib Pajak masih memilih menggunakan jasa yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) yaitu jasa account
representative, dimana account representative telah dibekali pengetahuan untuk
membantu Wajib pajak yang mengalami kesulitan mengenai perpajakan. Dan
accountrepresentative tidak memungut biaya. Sehingga Wajib pajak lebih
memilih menggunakan jasa account representative sebagai sarana untuk
konsultasi dibandingkan menggunakan jasa konsultan pajak.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lovihan Siska (2014)
mengatakan bahwa kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya
membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu
pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak.Untuk mewujudkan pelayanan yang
baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang
perpajakan serta dalam hal perundang-undangan. Dan Menurut Kolter dan Keller
(2007) Semakin baik atau semakin positif evaluasi Wajib Pajak mengenai
konsultan pajak maka akan semakin banyak Wajib pajak yang memiliki kemauan
untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
- Pengaruh Perespsi Penggunaan Pelayanan Jasa konsultan pajak terhadap
Kemauan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.
Berdasarkan hasil pengujian menunjukan variabel Persepsi
Penggunaan Pelayanan Jasa Konsultan Pajak (X2)  berpengaruh terhadap
Kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang
dimana thitung sebesar 3,676 ≥ ttabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan 0,000
≤ 0,05, maka Ha2 diterima.Berdasarkan jawaban responden ditemukan
bahwa Wajib Pajak Badan di Kota Palembang memiliki persepsi bahwa
konsultan pajak memiliki pengetahuan yang baik terhadap masalah
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perpajakan dan Wajib Pajak Badan juga memiliki persepsi bahwa
konsultan pajak mampu membimbing mereka dan konsultan pajak juga
tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dimana
konsultan pajak memiliki peranan yang sama dengan
accountrepresentative yaitu membantu menghadapi masalah perpajakan,
dimana tugas konsultan pajak adalah memberikan informasi terkait dengan
perpajakan dan membantu Wajib pajak yang mengalami masalah
perpajakan dan yang membedakan konsultan pajak dan
accountrepresentative adalah konsultan pajak dapat mengunjungi dan
membantu Wajib pajak untuk melaporkan SPT, sehingga Wajib pajak
lebih efisien. Menurut teori Theory of Planned Behavior konsultan pajak
memilki peranan yang sama dengan account representative yang mana
tugasnya membantu Wajib pajak yang mengalami kesulitan terkait dengan
perpajakan. Memberikan pelayanan secara baik pada wajib pajak agar taat
pada pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Tak Jarang Wajib pajak mulai memilih menggunakan jasa
konsultan pajak, meskipun dengan menggunakan jasa konsultan pajak,
Wajib pajak harus mengeluarkan biaya.Namun lebih memberikan
kemudahan untuk Wajib pajak dalam mengurusi masalah
perpajakan.Karena Wajib pajak dapat memberikan kuasa kepada
konsultan pajak untuk mengurus masalah perpajakan mereka. Sehingga
mempermudah Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan
dibandingkan dengan menggunakan jasa account representative yang
mana Wajib pajak harus mengunjungi kantor pajak untuk melakukan
konsultasi.
Menurut Cahyono (2008) dalam penelitiannya mengatakan bahwa
pelayanan aparat pajak yang kurang berkenaan bagi Wajib Pajak membuat
mereka beralih kepada konsultan pajak. Dan Daud Indrawan (2014)
Kualitas pelayanan fiskus membuat Wajib pajak semakin sadar akan
pentingnya membayar pajak sehingga kemauan wajib pajak membayar
pajak akan meningkat.
- Pengaruh Perespsi penggunaan pelayanan jasa account representative (X1)
dan Konsultan Pajak (X2) terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam
Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Y)
Berdasarkan dari tabel di atas memiliki hasil nilai Fhitung sebesar 8,983 >
dari Ftabel 2,47 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 Ha3
diterima. Hal ini membuktikan bahwa Persepsi Penggunaan pelayanan jasa
account representative (X1) dan Konsultan Pajak (X2) berpengaruh secara
simultan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
Perpajakan (Y). Artinya persepsi penggunaan pelayanan jasa account
representative dan konsultan pajak memiliki tujuan dan peranan yang sama
yaitu membantu Wajib pajak yang mengalami kesulitan terkait perpajakan, dan
memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib pajak sehingga wajib pajak
dapat sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut Theory of Planned Behavior, kemauan Wajib pajak merupakan
kemauan yang berasal dari Wajib pajak itu sendiri danmasih dapat dipengaruhi
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agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan.Sehingga tidak jarang jika Wajib
pajak memilih menggunakan jasa konsultan pajak.Dimana Wajib pajak merasa
dengan adanya jasa konsultan pajak sangat membantu mereka yang mengalami
kesulitan perpajakan.Namun kebanyakan Wajib pajak masih menggunakan jasa
account representative, yang mana account representative adalah jasa yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Account representative dan
konsultan pajak memiliki peranan yang sama yaitu membantu, dan memberikan
pelayanan yang baik kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan perpajakan.
Yang membedakan hanyalah account representative tidak memungut bayaran
dikarenakan account representative disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) untuk membantu wajib pajak, sedangkan konsultan pajak dipungut
bayaran, karena konsultan pajak merupakan jasa yang disediakan oleh seseorang
yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan.
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5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Persepsi penggunaan pelayanan jasa accountrepresentative berpengaruh
signifikan terhadap kemauan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan dimana Wajib pajak masih banyak yang memilih menggunakan jasa
yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu jasa account
representative dimana account representative telah dibekali pengetahuan yang
cukup untuk membantu Wajib pajak yang mengalami kesulitan terkait
perpajakan., dan tidak di pungut biaya saat Wajib pajak melakukan konsultasi.
Sehingga Wajib pajak lebih memilih menggunakan jasa account representative
dibandingkan jasa konsultan pajak.
2. Persepsi penggunaan pelayanan jasa konsultan pajak berpengaruh signifikan
terhadap kemauan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tak
jarang Wajib pajak mulai menggunakan jasa konsultan pajak dibandingkan jasa
account representative. Dimana Wajib pajak merasa dengan adanya jasa
konsultan pajak dapat membantu mereka untuk memenuhi kewajibannya sebagai
Wajib pajak tanpa harus ke Kantor Pajak. Sehingga hal tersebut lebih
mempermudah Wajib pajak untuk menghitung, menyetor bahkan melaporkan
SPT. Sehingga dengan adanya jasa konsultan pajak ini dapat membantu
Direktoral Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak.
3. Pengaruh Persepsi Penggunaan Pelayanan Jasa AccountRepresentative dan
Konsultan Pajak berpengaruh secaran simultan terhadap  Kemauan Wajib Pajak
Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Persepsi penggunnaan pelayanan
jasa accountrepresentative dan konsultan pajak mempengaruhi kemauan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dimana account representative
dan konsultan pajak memiliki peranan yang sama yaitu membantu wajib pajak
dalam menyelesaikan masalah perpajakan, sehingga wajib pajak diberikan
kebebasan untuk memilih jasa yang akan mereka gunakan untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan.
5.1 Saran
1. Bagi Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel :
Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa persepsi penggunaan pelayanan jasa
accountrepresentative dan konsultan pajak berpengaruh terhadap kemauan
Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu untuk
dapat terus meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dibutuhkan usaha dari petugas
pajak, salah satunya adalah accountrepresentative untuk dapat memberikan
pelayanan yang baik kepada Wajib pajak yang mengalami kesulitan terkait
perpajakan, yang mana apabila Wajib pajak mendapatkan image positif dari
petugas pajak akan membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya
2. Bagi Konsultan Pajak
Konsultan pajak diharapkan dapat terus bermitra dengan Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dan dapat membantu memberikan konsultasi kepada Wajib pajak
yang kurang paham terkait perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi
kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel agar dapat memiliki hasil yang
lebih baik. Peneliti selanjutnya dapat melibatkan jajaran topmanager dalam
mengisi kuisioner karena dalam pengambilan keputusan menggunakan jasas
konsultan pajak atau tidak memerlukan keputusan jajaran topmanage
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